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Kata Pengantar

Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya adalah pembaharuan Sistem 
Pemidanaan dalam makna Funsional dan Substantif. Dalam makna fungsional, 
pembaharuan sistem pemidanaan meliputi pembaharuan Hukum Pidana Materiil, 
Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana, sedang dalam makna 
substantif, pembaharuan sistem pemidanaan meliputi pembaharuan Aturan Umum 
(General Rules) dan Aturan Khusus (Special Rules).

Dalam ketentuan perundang-undangan,  baik dalam KUHP dan di luar 
KUHP kebijakan perumusan sistem pemidanaan lebih  berorientasi pada pelaku 
tindak pidana daripada berorientasi pada korban.

Buku yang disusun sebagai Bahan Ajar ini menyajikan kebijakan sistem 
pemidanaan yang berorientasi pada korban dan dilengkapi dengan bahan kajian 
perbandingan. Kebijakan sistem pemidanaan dalam buku ini dalam maknanya 
fungsional dan substantif.

Disusunnya buku ini diharapkan dapat memberikan sedikit pemahaman bagi 
para  mahasiswa Faultas Hukum yang berminat di bidang Hukum Pidana dan juga 
para pembaca pemerhati bidang Hukum Pidana.

Akhirnya penyusun sampaikan rasa terimakasih atas perhatiannya dan atas 
segala kekurangan, mohon kritik dan saran demi sempurnanya buku ini.

Semarang, Desember 2011
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